_ PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

STANDAR PELAYANAN MINIMUM BADAN PENGELOLA
DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 80/PMK.05/2016, tanggal 16 Mei 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA nesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lem-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, baran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 ten-
Menimbang : tang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
Peraturan . Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan nesia Nomor 5697);
Umum' sebagaimana telah diubah dengan Per- = 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 ten-
aturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, in- tang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana
stansi pemerintah yang menerapkan Pola Pen- Perkebunan Kelapa Sawit;
gelolaan Keuangan Badan Layanan Umum = 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.
‘menggunakan standar pelayanan minimum yang 05/2007 ° tentang Persyaratan Administratif
ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga; Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satu-
b. bahwa dalam rangka penetapan Badan Pengelola an Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan
Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementeri- Pengelclaan Keuangan Badan Layanan Umum;
an Keuangan sebagai instansi pemérintah yang 6. Peraturan Menteri Keuanan Nomor 113/PMK.
‘menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Layanan Umum, perlu ditetapkan standar pelay- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
anan minimum oleh Menteri Keuangan;
¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Y I\QEMUTUSKAN;

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-

tapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Menetapkan : :

Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STAN-

Dana Perkebunan Kelapa Sawit; DAR PELAYANAN MINIMUM BADAN PENGELOLA
DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT,

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pasal 1
Perbendaharaan Negara (Lémbaran Negara Re- Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud

publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamba- = dengan:
han Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

4355); yvang selanjutnya disingkat BPDPKS adalah unit
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 - organisasi non eselon di lingkungan Kernenterian
tentang Pengetolaan Keuangan Badan Layanan Keuangan yang berada di bawah dan bertang-
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta- . gung jawab kepada Menteri Keuangan- melalui
hun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Nega- Direktur Jenderal Perbendaharaan.
ra Republik Indonesia quor 4502), sebagaimana’ 2. Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor - disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang
74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indo- tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh
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BPDPKS kepada masyarakat.
3. Dewan Pengawas BPDPKS adalah organ yang
" bertugas melakukan pengawasan terhadap pen-
gelolaan BPDPKS.

Pasal 2
SPM BPDPKS meliputi substansi layanan pada
BPDPKS, yang terdiri dari:
a. Pengelolaan Dana;
b. Penyaluran Dana Pengembangan Sumber Daya

Manusia;

c. Penyaluran Dana Penelitian dan Pengembangan;

d. Penyaluran Dana Promosi Kelapa Sawit dan Tu-
runannya;

e. Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan;

f. Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebu-
nan;

g. Penyaluran Dana Pembiayaan Biodiesel; dan

h. Pelaksanaan Urusan Umum dan Kerumahtang-
gaan. '

. Pasal 3
SPM BPDPKS adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak ter-
pisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
BPDPKS dalam memberikan pelayanan kepa-
da masyarakat berpedoman pada SPM BPDPKS.

. Pasal b
{1) Direktur Utama BPDPKS melakukan evaluasi SPM
BPDPKS secara berkelanjutan.
(2) Hasil evaluasi sebagaimané dimaksud pada ayat
{1) disamvpaikan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 6

{1) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan
pengawasan atas pelaksanaan SPM oleh BPD-
PKS. ‘ W

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh
Menteri Keuangan melalui Dewan Pengawas BP-
DPKS.

{3) Hasil pembinaan dan pengawasan oleh Menteri
Keuangan melalui Dewan Pengawas BPDPKSise—

ey reres Mieveg

bagaimana dimaksud pada ayat {2) disampaikan '
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perbendaharaan.

Pasal 7

(1) Direktur Utama menyusun laporan pelaksanaan
SPM BPDPKS setiap semester.

{2) Laporan pelaksanaan SPM sebagaimana dimak- |
sud pada ayat (1} disampaikan kepada Dewan
Pengawas BPDPKS dan Direktorat Jenderal Per-

- bendaharaan paling lambat 30 (tiga puluh hari)
setelah semester berkenaan berakhir.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik indo-
nesia. ,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2016
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORQ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS| MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
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Catatan Redaksi :
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